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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari
reformasi administrasi perpajakan dan penerapan e-faktur pada
kepatuhan pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode
untuk menentukan sampel menggunakan Accidental Sampling.
Jumlah sampel sebanyak 73 responden yang didapat dari
perhitungan sampel dengan rumus slovin. Data dikumpulkan
dengan kuisioner menggunakan skala likert 4 poin. Analisis data
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Dari hasil
analisis data, hasil penelitian adalah adanya pengaruh positif dan
signifikan dari penerapan reformasi administrasi perpajakan dan
penerapan E-faktur pada kepatuhan PKP dalam melakukan
pelaporan pajak.

Kata Kunci: ~ Reformasi Administrasi Perpajakan;
Implementasi E-Faktur;, Kepatuhan Pelaporan
PKP.

Tax Administration Reform, Implementation of E-Invoice
Application and Taxpayer Reporting Compliance

ABSTRACT

This study aims to determine how the influence of tax administration
reforms that are applied as well as the application of e-invoices on tax
compliance reporting of taxable entrepreneurs (PKP). The method for
determining the sample is using the Accidental Sampling method. The
number of samples is 73 respondents obtained from sample calculations
with Slovin formula. Data collected by questionnaire. The questionnaire
uses a 4-point Likert scale. Data analysis uses multiple linear regression
analysis techniques. From the results of data analysis, the results
obtained are a positive and significant relationship from the
implementation of tax administration reforms and the application of e-
invoices to PKP compliance in tax reporting.
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PENDAHULUAN

Sejak tahun 2002, Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan reformasi
system administrasi perpajakan dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak
modern, amandemen UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan) dan PPh (Pajak Penghasilan) serta menerbitkan program Sunset
Policy. Upaya - upaya perubahan ini dilakukan DJP pada reformasi perpajakan
jilid I. Reformasi ini berlangsung hingga tahun 2008. Setelah dilakukannya
reformasi jilid I, pada tahun 2009 DJP kembali memulai reformasi perpajakan
jilid II yang berlangsung hingga tahun 2014. Pada reformasi jilid kedua, DJP
melakukan beberapa terobosan yaitu amendemen Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Sensus Pajak
Nasional (Arif, 2019). Saat ini reformasi perpajakan jilid ketiga sedang
berlangsung dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2020.

E-Faktur ini diberlakukan dengan tujuan terhubung langsung dengan
pembuatan E-SPT Masa PPN sehingga pemungutan PPN dan transaksi mudah
dicek, menghindari Faktur Pajak yang tidak valid, keamanan dari segi data
terjamin, menghemat biaya dan waktu, serta mudah dan efisien. Hal tersebut
tentu saja memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi
Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama
dalam pembuatan faktur pajak dan E-SPT Masa PPN. Pemantauan yang
dilakukan terkait dengan faktur pajak elektronik dapat dilakukan dengan lebih
optimal karena pelaporan dilakukan dengan cara mengunggah (upload) sehingga
pelaporannya lebih bersifat real-time, kerahasiaan data dan keamanan data pun
lebih terjamin. DJP menyediakan serta menentukan aplikasi khusus untuk
membuat faktur pajak. Aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah.

Hasil penelitian sebelumnya, yaitu Lingga (2015) menemukan adanya
pengaruh dari penerapan E-SPT pada efisiensi pengisian SPT. Penelitian
Wijayanti & Merkusiwati (2017) serta Novaria (2019) juga menyatakan hasil yang
serupa bahwa adanya pengaruh positif antara E-system perpajakan pada
kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda diperoleh dalam penelitian
Lintang et al. (2016) yang menyatakan bahwa penerapan E-Faktur masih
tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan pengusaha kena
pajak. Sedangkan menurut penelitian Rahayu (2017), E-Faktur berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambaran tingkat kepatuhan dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Wajib Pajak PKP yang menggunakan E-Faktur, yang masuk di KPP
Pratama Denpasar Timur disajikan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa wajib
pajak PKP yang menggunakan E-Faktur jumlahnya yang lebih Kkecil
dibandingkan dengan wajib pajak PKP yang terdaftar di KPP Denpasar Timur.
Wajib pajak PKP yang menyampaikan SPT juga terus mengalami penurunan dari
tahun 2013 hingga 2017.

Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (ITPB) (Ajzen, 1991),
untuk menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan
suatu tindakan, yaitu tindakan dari PKP dalam memanfaatkan E-faktur dan E-
SPT dalam pelaporan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi dijelaskan dengan Technology Acceptance Model
(TAM).
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Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PKP di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Denpasar Timur Tahun 2013-2017
No Tahun  Wajib Pajak =~ Wajib Pajak PKP ~ Wajib Pajak PKP % Tingkat

PKP yang yang yang Kepatuhan
Terdaftar menggunakan e- Menyampaikan (b/a*100)
Faktur SPT

1 2013 332 216 98 45,37

2 2014 316 206 63 30,58

3 2015 298 212 79 37,26

4 2016 283 198 57 28,79

5 2017 267 186 49 26,34

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2019
Menurut Mardiasmo (2016), terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kepatuhan dari WP. Pertama yaitu kondisi sistem administrasi
perpajakan. WP tentunya menginginkan sistem administrasi yang efisien dan
efektif. Kedua adalah pelayanan pada Wajib Pajak. Pelayanan disini
berhubungan dengan SDM. Pemberian informasi yang informatif dan sesuai
kebutuhan WP merupakan salah satu pelayanan yang dapat diberikan kepada
WP. Faktor ketiga yaitu penegakan hukum perpajakan dan faktor terakhir yaitu
pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Fasmi & Misra (2014) serta Antari & Supadmi
(2019) dalam penelitian yang dilakukannya mengenai modernisasi sistem
administrasi perpajakan mendapatkan hasil bahwa modernisasi sistem
administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan
pengusaha kena pajak. Apriliana (2013) serta Punarbhawa & Aryani (2013) juga
menemukan adanya pengaruh positif antara reformasi administrasi perpajakan
dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil berbeda diperoleh dalam
penelitian Hartiyah & Suryanita (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat
pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan
tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Berlandaskan pada hasil penelitian
terdahulu, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut.
Hi: Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan pelaporan PKP di KPP Pratama Denpasar Timur.
Menurut Rahayu (2017) “administrasi perpajakan (Tax Administration)
ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi
perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu Negara, suatu
Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam
menghasilkan  penerimaan pajak yang optimal karena administrasi
perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu
Negara yang dipilih”. Agustin (2016) melakukan penelitian mengenai topik
pengaruh aplikasi E-Faktur pada kepatuhan WP badan dan menemukan adanya
pengaruh positif antara kedua variabel tersebut. Sebelum adanya E-Faktur WP
dihadapkan dengan kemungkinan terkena sanksi yang lebih besar dikarenakan
kesalahan-kesalahan akibat kurangnya pemahaman dari WP. Dengan adanya E-
Faktur yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh DJP, ada rasa percaya dan
aman oleh WP sehingga WP lebih dimudahkan. Untuk menjelaskan bagaimana
PKP memanfaatkan E-faktur serta E-SPT dalam melakukan pelaporan didasari
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dari Technology Acceptance Model (TAM). TAM memberikan pemahaman
mengenai pemanfaatan teknologi oleh pengguna. Rizqgiah et al. (2014) dan Lingga
(2015) dalam penelitiannya yang mengangkat topik serupa yaitu mengenai
implementasi E-Faktur pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan
menemukan hasil yang sama yaitu kedua variabel tersebut berpengaruh positif.
Penelitian Wijayanti & Merkusiwati (2017) serta Novaria (2019) juga menyatakan
hasil yang serupa bahwa adanya pengaruh positif antara E-system perpajakan
pada kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan dari hal tersebut
yaitu:

H>: Implementasi E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan pelaporan PKP di KPP Pratama Denpasar Timur.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
Objek penelitian adalah kepatuhan pelaporan PKP di KPP Pratama Denpasar
Timur, khususnya berkaitan dengan reformasi Administrasi Perpajakan dan
Implementasi Penerapan E-Faktur. Variabel independen pertama (Xi) adalah
reformasi administrasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur reformasi
administrasi adalah Modernisasi Struktur Organisasi, Modernisasi Prosedur
Organisasi, Modernisasi Strategi Organisasi, Modernisasi Budaya Organisasi
(Fadhilah, 2014).

Variabel independen kedua (X2) dalam penelitian ini adalah implementasi
E-Faktur. Indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi E-Faktur
adalah Urgensi Diterapkannya sistem E-Faktur, Tujuan Penerapan E-Faktur,
Sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), Penerapan E-Faktur (Nopiana &
Natalia, 2018). Menurut Rachmatulloh & Pamungkas (2017) untuk mengukur
implementasi E-Faktur dapat ditinjau dari tiga dimensi sebagai berikut:
Menghitung pajak dengan benar, Ketepatan Waktu pajak, Melaksanakan
peraturan perpajakan yang berlaku.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, yakni
sebanyak 267 Pengusaha Kena Pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan
rumus Slovin dan diperoleh hasil sebanyak 73 responden. Pemilihan sampel
dilakukan dengan teknik Accidental Sampling. Metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian adalah kuisioner yang dibagikan kepada 73 PKP
yang terdaftar di KPP Denpasar Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner kepada 73
responden, berikut akan disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis
kelamin disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase ( persen)
Pria 45 61,64

Wanita 28 38,35

Jumlah 73 100

Sumber : Data Penelitian, 2020
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Berdasarkan Tabel 2, dari 73 responden, didapatkan hasil bahwa 45 dari 73
responden adalah pria yaitu sebesar 61,64 persen yang berarti mayoritas PKP
adalah pria dan sisanya yaitu 28 responden atau sebesar 38,35 persen adalah
wanita.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner kepada
73 responden, berikut akan disajikan karakteristik responden berdasarkan
tingkatan usia disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkatan Usia

Tingkat umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase ( persen)
20-30 30 41,09

31-40 34 46,57

> 40 9 12,33

Jumlah 73 100

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 3, dari 73 responden, mayoritas PKP yang terdaftar
berkisar di usia 31 hingga 40 tahun atau 46,57 persen. Hal ini dapat dilihat dari
Tabel 3, dimana 34 responden dari total 73 responden berkisar pada usia
tersebut. Sebanyak 30 responden atau 41,09 persen adalah responden pada
tingkatan umur 20 hingga 30 tahun. Sisanya sebanyak 9 responden atau 12,33
persen adalah responden pada tingkatan usia diatas 40 tahun.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner kepada
73 responden, berikut akan disajikan karakteristik responden berdasarkan
pendidikan disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase ( persen)
Diploma 13 17,81

S1 30 41,09

S2 24 32,88

S3 6 8,22

Total 73 100

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Table 4, dari 73 responden, PKP yang memiliki latar
belakang pendidikan S1 sebanyak 30 orang. Latar belakang pendidikan S1 dinilai
telah memilliki pemahaman yang lebih matang mengenai perpajakan baik dalam
perhitungan maupun pelaporan. Terbanyak kedua adalah S2 yaitu sebanyak 24
responden, ketiga adalah diploma yaitu sebanyak 13 responden dan terakhir
adalah S3 sebanyak 6 responden. Pengujian instrumen penelitian diperlukan
untuk memastikan validnya suatu instrument yang digunakan dalam penelitian.
Hasil dari uji validitas disajikan pada Tabel 5, berikut.

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji validitas penelitian menunjukan bahwa
instrumen penelitian ini valid yang berarti layak untuk digunakan mengukur
variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan ini didapat dari
nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh itern pernyataan melebihi 0,30
dengan signifikansi kurang dari 0,05.
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Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel Indikator ngg?;n ?21‘? zgui led) Keterangan
Xia 0,547 0,000 Valid
Xi2 0,632 0,000 Valid
Reformasi Xi3 0,632 0,000 Val%d
administrasi pajak X1 0,628 0,000 Vale
() Xi5 0,662 0,000 Vale
X16 0,629 0,000 Valid
X1z 0,452 0,000 Valid
Xis 0,526 0,000 Valid
Xa1 0,419 0,000 Valid
X22 0,560 0,000 Valid
X23 0,490 0,000 Valid
Implementasi E-Faktur  Xo4 0,623 0,000 Valid
(X2) Xa5 0,569 0,000 Valid
X26 0,540 0,000 Valid
Xa7 0,513 0,000 Valid
Xas 0,463 0,000 Valid
Y1 0,405 0,000 Valid
Y 0,568 0,000 Valid
Ys 0,635 0,000 Valid
Kepatuhan pelaporan Yy 0,560 0,000 Valid
PKP (Y) Y5 0,670 0,000 Valid
Y6 0,353 0,002 Valid
Y7 0,675 0,000 Valid
Y8 0,441 0,000 Valid

Sumber: Data Penelitian, 2019
Keandalan variabel dalam suatu penelitian perlu dinilai dan penilaian ini
dilakukan dengan melakukan uji reliabilitas instrumen. Hasil dari uji reliabilitas

disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
No. Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan
1 Reformasi administrasi pajak (X1) 0,743 Reliabel
2 Implementasi E-Faktur (X2) 0,715 Reliabel
3 Kepatuhan pelaporan PKP (Y) 0,719 Reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2019

Pada Tabel 6, Menunjukan bahwa ketiga variabel tersebut reliabel dan
dapat digunakan dalam penelitian dengan nilai koefisien Cronbach’s Alpha yang
melebihi 0,60. Hasil dari uji statistik deskriptif disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

N  Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Reformasi Administrasi Pajak 3 17.00 32.00 244521  3.47228
Implementasi E-Faktur 3 17.00 31.00 24.8356  2.86266
Kepatuhan Pelaporan Wajib 3 17.00 30.00 252603  2.94876
Pajak
Valid N (listwise) 3

Sumber: Data Penelitian, 2019
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Berdasarkan Tabel 7, uji statistik deskriptif dimana pengujian ini
memaparkan nilai minimum, maksimum, mean serta std deviation dari tiap
variabel yang digunakan dalam penelitian.

Untuk mengetahui distribusi dari persamaan regresi yang digunakan perlu
dilakukan pengujian yaitu uji normalitas. Hasil uji normalitas disajikan pada
Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual

N 73
Kolmogorov-Smirnov Z 0,493
Asymp.Sig.(2-tailed) 0,968

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 8, hasil dari uji normalitas menunjukkan Kolmogorov-
Smirnov yang melebihi 0,05 yaitu 0,493 dengan signifikansi sebesar 0,968 maka
model persamaan regresi berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas
disajikan pada Tabel 9, berikut.
Tabel 9. Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel Tolerance VIF Keterangan
Reformasi administrasi pajak (X1) 0,487 2,052 Bebas multikol
Implementasi E-Faktur (X2) 0,487 2,052 Bebas multikol

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 9, disajikan hasil dari uji multikolinearitas untuk
variable bebas yang digunakan dalam variabel bebas dalam penelitian ini. Untuk
terbebas dari multikolinearitas variabel bebas perlu mendapatkan nilai tolerance
yang melebihi 10 persen serta nilai VIF yang kurang dari 10. Berdasarkan Tabel
9, kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak terdapat
multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah variable
bebas yang digunakan terdapat heteroskedastisitas atau tidak.Berikut pada Tabel
10, disajikan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No Variabel Bebas Signifikansi Keterangan
1 Reformasi administrasi pajak 0,577 Bebas heteros
2 Implementasi E-Faktur 0,081 Bebas heteros

Sumber: Data Penelitian, 2019

Hasil dari uji heteroskedastisitas dimana variabel bebas dalam penelitian
dapat terbebas dari heteroskedastisitas jika mendapatkan nilai signifikansi yang
melebihi 0,05. Berdasarkan Tabel 10, didapatkan hasil bahwa kedua variabel
bebas yang digunakan dalam penelitian telah terbebas dari heteroskedastisitas.
Hasil dari analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 11, berikut.

Persamaan regresi berdasarkan Tabel 11, yaitu.

Y = 4,538 + 0,280 X; + 0,559Xz
Pada Tabel 11, didapatkan hasil bahwa variabel bebas dalam penelitian

berpengaruh positif pada variabel terikat. Hal ini dapat dilihat dari nilai
koefisien regresi yang bernilai positif.
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Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 4,538 1,814 2,502 0,015
Reformasi 0,280 0,085 0,330 3,300 0,002
Administrasi Pajak
Implementasi E- 0,559 0,103 0,542 5,424 0,000
Faktur

Sumber: Data Penelitian, 2019

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana
pengaruh variabel bebas menjelaskan variabel terikat dalam suatu penelitian.
Hasil dari uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 12, sebagai berikut.
Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Std. Error of the
R R Square Adjusted R Square Estimate
1 0,8122 0,659 0,649 1,74631

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 12, didapatkan hasil uji koefisien determinasi bahwa
variasi kepatuhan pelaporan PKP di KPP Denpasar Timur dipengaruhi oleh
variabel bebas yang digunakan sebesar 64,9 persen dan sisanya dipengaruhi oleh
faktr lain yang tidak termasuk dalam penelitian sebesar 35,1 persen.

Hasil dari uji kelayakan model atau uji F terhadap variabel independen
yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 13.
Tabel 13. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model Sum of Squares  df Mean Square  F Sig.
1 Regression 412.583 2 206.291 67.645 .000a
Residual 213.472 70 3.050
Total 626.055 72

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 13, hasil yang didapat dari uji F adalah reformasi
administrasi pajak, dan implementasi E-Faktur berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan pelaporan PKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
Simpulan ini didapat dari hasil yang disajikan pada Tabe 13. dimana didapatkan
hasil nilai Fhiung sebesar 67,645 serta didapatkan hasil yaitu nilai signifikansi
sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Hasil dari pengujian Hi dan H»
disajikan pada Tabel 14, berikut.
Tabel 14. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Koefisien Regresi

Model (B) t Sig.  Keterangan
Reformasi Administrasi Pajak 0,280 3,300 0,002  Signifikan
Implementasi E-Faktur 0,559 5,424 0,000 Signifikan

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil dari uji t Hi didapatkan hasil yaitu H; diterima dan Ho
ditolak maka pada penelitian ini terbukti adanya pengaruh positif antara
reformasi administrasi pajak pada kepatuhan WP. Kesimpulan ini didapat dari
diperolehnya nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002 serta
koefisien regresi yang memiliki nilai positif 0,280.
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Teori yang mendukung hasil dari penelitian ini adalah Theory of Planned
Behavior. TBP memberikan penjelasan mengenai faktor yang mengakibatkan
seseorang melakukan suatu tindakan dimana faktor tersebut adalah niat.
Hubungan teori ini dengan penelitian yaitu tindakan dari PKP. Tindakan PKP
yaitu kepatuhan PKP. Reformasi perpajakan yang terus dilakukan oleh DJP
untuk menyempurnakan sistem perpajakan Indonesia yang kemudian sejalan
dengan semakin mudahnya akses bagi PKP untuk melaksanakan kewajibannya
sebagai WP dapat memotivasi PKP untuk taat pajak. Pelayanan yang diberikan
semakin baik membuat PKP nyaman dalam melakukan pelaporan pajak dan
pelaporan pajak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Fasmi & Misra (2014)
serta Antari & Supadmi (2019) dalam penelitian yang dilakukannya mengenai
modernisasi sistem administrasi perpajakan mendapatkan hasil bahwa
modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan pada
tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Apriliana (2013) serta Punarbhawa &
Aryani (2013) juga menemukan adanya pengaruh positif antara reformasi
administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari uji t H> didapatkan hasil yaitu H» diterima dan Ho
ditolak maka pada penelitian ini terbukti adanya pengaruh positif antara
implementasi E-Faktur pada kepatuhan pelaporan PKP. Kesimpulan ini didapat
dari diperolehnya nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002 serta
koefisien regresi yang memiliki nilai positif 0,280. Rizqiah et al. (2014) dan Lingga
(2015) dalam penelitiannya yang mengangkat topik serupa yaaitu mengenai
implementasi E-Faktur pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan
menemukan hasil yang sama yaitu kedua variabel tersebut berpengaruh positif.
Penelitian Wijayanti & Merkusiwati (2017) serta Novaria (2019) juga menyatakan
hasil yang serupa bahwa adanya pengaruh positif antara E-system perpajakan
pada kepatuhan wajib pajak. Untuk menjelaskan bagaimana PKP memanfaatkan
E-faktur serta E-SPT dalam melakukan pelaporan didasari dari Technology
Acceptance Model (TAM). TAM memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan
teknologi oleh pengguna. Pada penelitian ini didapatkan hasil dengan
diimplementasikannya E-Faktur, PKP lebih patuh dalam melakukan pelaporan.
Hal tersebut disebabkan dengan semakin mudahnya PKP dalam melakukan
pelaporan dimana semua dapat dilakukan secara online.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis ditemukan hasil yaitu kedua hipotesis yang dibentuk
diterima. Pada penelitian ini terbukti adanya pengaruh positif antara reformasi
administrasi pajak pada kepatuhan WP dan adanya pengaruh positif antara
implementasi E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
pelaporan PKP. Semakin mudahnya akses bagi PKP untuk melaksanakan
kewajibannya sebagai WP dapat memotivasi PKP wuntuk taat pajak.
diimplementasikannya E-Faktur, PKP lebih patuh dalam melakukan pelaporan.
KPP Denpasar Timur perlu meningkatkan pelayanan dan sosialisasi pelaporan
dengan E-faktur.
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